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 Peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas 
kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah 
menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Oleh karena itu dalam 
ranah etika, hukum dihargai dan pembatasnnya dibenarkan. Pembenaran ranah etika 
terhadap pembatasan normatif  didasarkan pada tiga argumen penting. 
Pertama, pembatasan normatif  tidak mematikan kemampuan setiap pribadi 
untuk menentukan dirinya. Itu berarti pembatasan normatif  masih memberikan 
ruang kebebasan eksistensial bagi setiap individu. Secara konkrit dapat dikatakan, 
berhadapan dengan hukum atau peraturan, setiap orang memiliki kemungkinan 
untuk menaati peraturan atau melanggarnya. 
Kedua, pembatasan normatif  menjamin keadilan. Ini merupakan hakikat 
dari hukum itu sendiri. Orang Latin mengatakan, “Quid leges, sine moribus”, artinya 
hukum tidak berarti apa-apa tanpa moralitas. Moralitas itu adalah penjamin keadilan. 
Dengan kata lain, hukum dibuat untuk menjamin agar hak setiap individu mendapat 
pengakuan dalam ranah sosial. Secara konkrit dapat dikatakan, aturan dibuat dengan 
tujuan agar setiap orang menghargai hak orang lain. Demikian halnya kalau ia 
merampas hak orang lain, ia mendapat sanksi. Sanksi adalah realisasi nilai keadilan 
dalam masyarakat. Dalam arti ini sanksi harus setimpal dengan kesalahan. Di sini 
jelas keadilan sebagai nafas dari hukum tidak hanya terletak pada ketaatan pada 
hukum itu sendiri, tetapi juga pada bobot sanksi yang diberikan kepada seseorang 
atas pelanggaran. 
Ketiga, penegakan hukum mengungkap benar tidaknya sebuah tindakan yang 
keliru dalam relasi sosial melalui pembuktiannya.
Namun bagaimana kita harus mengerti hukum secara lebih baik? Dimensi 
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manakah yang vital diketahui agar penegakan hukum sungguh-sungguh mewujudkan 
makna keadilan dan kebenaran? Apakah setiap orang harus taat pada hukum secara 
buta? Ataukah ada kesempatan bagi seseorang untuk menolak ketaatan pada hukum? 
Bagaimana hukum harus ditegakkan? Nampaknya sejumlah pertanyaan mendasar 
ini menggugat Andre Ata Ujan, penulis buku berjudul Filsafat Hukum Membangun 
Hukum dan Membela Keadilan ini. 
Dalam narasinya Andre Ata Ujan memetakan pemikirannya dalam tujuh 
bab. Ia mengantar pembaca dengan uraian pendek tentang  filsafat dan kaitannya 
dengan hukum, serta pemahaman yang benar tentang filsafat hukum itu sendiri. 
Beranjak dari kenyataan keseharian, ia merumuskan filsafat sebagai pola berpikir 
kritis yang menjadi bagian dari hakikat manusia sebagai makhluk bertanya. Pola 
berpikir ini melekat di dalam diri setiap orang, termasuk pada diri para penegak 
hukum dan calon-calon penegak hukum. Ditegaskan bahwa pola pikir kritis ini 
sangat penting dalam upaya penegakan hukum, karena yang diperlukan dalam upaya 
ini adalah rasionalitas yang maksimal terhadap penegakan hukum.
Dari penjelasan tentang apa itu filsafat hukum, Andre Ata Ujan meneruskan 
penelusuran ilmiahnya dengan uraian tentang sketsa sejarah pemikiran hukum. Ini 
merupakan isi dari Bab II. Di bawah payung “Sketsa Sejarah Pemikiran Hukum”, 
ia menarasikan bagaimana munculnya hukum sejak zaman Yunani kuno hingga 
sekarang. Sketsa historis itu secara rinci dipetakan dalam empat periode, yakni 
periode Yunani klasik yang meliputi kelompok Sofisme dan Plato serta Aristóteles, 
Abad Pertengahan, Abad ke-17 hingga ke- 19 dan akhir Abad ke- 19 hingga dunia 
modern.  Dari rangkaian sketsa historis itu, terlihat dengan jelas bahwa pemahaman 
tentang hukum berkembang dari satu masa ke masa lain secara progresif.  
Apa itu hakikat hukum? Pertanyaan ini dijawab dalam Bab III dengan merilis 
teori hukum kodrat dari tokoh terkenal bernama Thomas Aquinas, yang merupakan 
penerusan hukum kodrat yang telah dirintis oleh Stoa dan Cicero. Thomas Aquinas 
mempertegas bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong 
manusia melakukan atau mencegah tindakan yang buruk. Karena itu hukum sebagai 
peraturan merupakan bagian dari rasio manusia. 
Karena bagian dari rasio manusia, maka hukum menduduki posisi penting. 
Ia menjadi ukuran utama. Tujuan utamanya adalah kebahagiaan atau kebaikan 
bersama. Dalam bingkai berpikir ini, Thomas Aquinas melingkupkannya dengan 
kodrat manusia. Pemikiran ini memiliki implikasi etis pada penegak hukum, yakni 
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mereka haruslah menempatkan hukum untuk kepentingan bersama. 
Sumber lain untuk menjelaskan hakikat hukum adalah kaum positivis, yang 
menggagas positivisme hukum. Ada tiga nama yang diangkat dan pemikirannya 
disuguhkan, yakni John Austin, HLA Hart dan Hans Kelsen. Pandangan positivisme 
mengkaitkan makna hukum dengan pendekatan ilmiah, yakni hukum sebagai hasil 
kajian empiris. Karena itu pemberlakuan hukum dilihat bersifat ketat.
Pada tiga bab selanjutnya, yakni Bab IV, V dan Bab VI, fokus pembicaraan 
diarahkan pada keterkaitan antara hukum dengan moralitas manusia. Bertitik pijak 
dari fenomena bahwa kejahatan menjadi realitas sejarah manusia, dengan tesis etis 
bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hukum 
merupakan instrumen yang tepat untuk itu. Artinya, pertanggungjawaban etis 
terhadap sebuah pelanggaran atau kejahatan terwujud dalam hukuman yang diberikan 
pada pelaku. Dalam hal ini teori keadilan retributif  juga penting mendapat tempat.
Pertanggungjawaban etis itu hanya dimungkinkan kalau orang di depan 
hukum masih diberi kebebasan. Artinya, setiap orang masih dimungkinkan untuk 
memilih dan memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan tindakannya. Dalam 
bingkai berpikir seperti ini, keputusan atau sebuah perbuatan yang bebas menjadi 
kriteria terhadap pemberian hukuman pada orang. Secara sederhana dapat dikatakan, 
orang yang melakukan perbuatan secara bebas, memiliki tanggungjawab yang 
besar. Orang yang melakukan kejahatan secara terpaksa, sanksi hukumnya berbeda 
tingkatannya dengan orang yang secara sadar, mau dan tahu dalam menjalankan 
kejahatan. Di sinilah keterkaitan hukum dan moralitas.  
Gagasan lain yang diangkat penulis dalam buku ini adalah persoalan di 
sekitar civil disobedience. Setelah menjelaskan pengertian dan jenis dari disobidience, 
penulis mengajukan pemikiran dalam dua sisi, yakni bahwa di satu sisi warga 
negara mempunyai hak untuk menolak hukum dengan mempertimbangkan gradasi 
dehumanitas dari hukum itu sendiri, di lain sisi para penyelenggara negara perlu 
menyadari akan pentingnya membuat hukum yang menjamin rasa keadilan dan 
kepentingan masyarakat secara umum. Terhadap yang terakhir ini, warga negara 
mempunyai kewajiban untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh negara dengan 
jaminan bahwa hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dua topik ini menjadi 
pokok ulasan dalam Bab VII dan Penutup.
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Apa yang menarik dari buku ini? Minimal tiga hal yang bisa ditilik dari 
buku ini. Pertama, buku ini memberikan pencerahan yang berharga bagi masyarakat 
akademisi dan umum, khususnya mereka yang tidak belajar tentang Filsafat Hukum 
di Fakultas Hukum. Melalui bahasa yang ringan dan mudah dimengerti, secara 
keseluruhan penulis  merangkai pemikiran filosofis tentang hukum itu sendiri, 
sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang fungsi terlebih-lebih 
filosofi hukum itu sendiri.
Kedua, melalui buku ini sebenarnya penulis sekaligus menggugat siapa saja 
yang terlibat dalam penegakan hukum tentang dimensi normatif  dan humanis 
penegakan hukum itu sendiri. Tesis yang ingin dibangun penulis adalah hukum tidak 
boleh terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk personal dan sebagai makhluk 
sosial. 
Sebagai makhluk personal, berhadapan dengan hukum, setiap orang diberi 
kebebasan untuk mengerti dan memahami serta memutuskan apa yang harus 
dilakukan. Dengan kata lain, rasionalitas berhadapan dengan hukum harus memiliki 
tempat. Karena itu terhadap hukum yang tidak rasional yang dibuat oleh negara atau 
penguasa dalam institusi apapun, rakyat atau setiap orang mempunyai hak untuk 
mempertanyakannya, bahkan menolaknya.
Sebagai makhluk sosial, hukum harus digunakan sebagai penjamin keadilan 
dan kesejahteraan bersama. Dalam arti ini warga negara mempunyai kewajiban untuk 
mentaati hukum yang menjamin hal-hal tersebut.   
Ketiga, melalui uraiannya yang mendalam tentang hakikat dan filosofi dari 
hukum serta makna dan dimensi-dimensi terkait di dalamnya penulis sekaligus ingin 
menyatakan bahwa belajar hukum tidak cukup hanya mengetahui produk-produk 
hukum, melainkan juga harus mengerti filosofi dasarnya. Konkritnya, seorang 
yang belajar hukum atau penegak hukum tidak hanya tahu isi dari setiap pasal dan 
menghafalnya, melainkan memahami dengan baik sisi mendasar di balik pasal-pasal 
itu. 
Oleh karena itu menjadi penegak hukum yang baik tidak cukup hanya 
mampu menerapkan pasal-pasal dari produk hukum, tetapi lebih-lebih mengerti 
alasan mendasar di belakang pasal-pasal tersebut. Dengan kata lain, menegakkan 
hukum tidak sekedar menegakkan pasal-pasal, melainkan menegakkan nilai-nilai 
mendasar yang termuat dalam pasal. Dengan demikian hukum itu dijalankan secara 
rasional dan bertanggungjawab. Bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, pesan 
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intelektual ini masih perlu perhatian di negeri ini. Dan ini merupakan sumbangan 
paling besar dari buku ini, yakni perlunya memahami makna dasar hukum di depan 
mereka. Agar memahami isi buku ini dengan baik, pembaca memang membutuhkan 
ketenangan saat membacanya untuk mencerna setiap kata yang disuguhkan penulis, 
mengingat bahasa yang ditampilkan bernuansa filosofis. 
Kasdin Sihotang
